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MOTTO  

عُسْرِ يُسْرًاۗ 
ْ
عُسْرِ يُسْرًاۙ اِنَّ مَعَ ال

ْ
 فَاِنَّ مَعَ ال

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta 

kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S Al- Insyirah,5-6) 

 

”Only you can change your life, Nobody else can do if for you” 

 

Ingatlah bahwa untuk mendapatkan 10 itu gak harus 5+5, So, berjuanglah Sebisa 

mungkin sampai kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, berjuanglah untuk 

diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan 

akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap 

Sanksi Tilang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanksi 

tilang dalam UU No. 22 Tahun 2009, serta mengkaji persepsi masyarakat Kota 

Langsa mengenai efektifitas dan keadilan sanksi tersebut, dengan fokus pada 

masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Sebagian oknum petugas. Secara 

konsepsual, UU ini diharapkan dapat menciptakan sistem lalu lintas yang lebih 

tertib, aman, dan transparan. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya dilapangan, terutama 

terkait dengan pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik 

pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi 

dokumentasi. Responden meliputi masyarakat pengguna jalan, aparat penegak 

hukum yang ahli di baur tilang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun UU No. 22 Tahun 2009 memiliki landasan hukum yang kuat, 

implementasinya dilapangan masih terkendala oleh praktik pungutan liar yang 

dilakukan oleh oknum petugas. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa meskipun tujuan UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk 

menertibkan lalu lintas, kenyataannya banyak kendala yang menghambat 

pelaksanaanya. Seperti ketidaksesuain antara aturan dan praktik dilapangan, 

adanya praktik pungutan liar oleh oknum petugas, kurangnya pengawasan dan 

penegakan etika petugas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

 

 

Kata Kunci: UU No. 22 Tahun 2009, Sanksi Tilang, Pungutan Liar, Persepsi 

Masyarakat, Implementasi Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lalu Lintas jalan raya merupakan aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat modern. Mobilitas yang tinggi memerlukan pengaturan yang baik agar 

lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan aman. Pemerintah Indonesia telah 

mengatur lalu lintas jalan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan 

keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, serta 

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Namun, implementasi UU No. 22 Tahun 

2009 tidak selalu berjalan mulus di berbagai daerah, termasuk di Kota Langsa. Salah 

satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah pemberlakuan sanksi tilang bagi 

pelanggar lalu lintas. Sanksi tilang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi 

pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu 

lintas.
1
 

Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap sanksi tilang seringkali 

beragam. Beberapa masyarakat melihat sanksi tilang sebagai tindakan yang tegas dan 

perlu untuk menjaga ketertiban lalu lintas, sementara yang lain menganggapnya 

sebagai beban atau bahkan sumber ketidakadilan. Persepsi ini dapat mempengaruhi 

efektivitas implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Langsa. Mengkaji persepsi 

masyarakat Kota Langsa terhadap sanksi tilang yang diterapkan berdasarkan UU No. 

22 Tahun 2009. Dengan memahami pandangan dan pengalaman masyarakat, 

diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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peraturan lalu lintas dan memperbaiki sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

Studi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam 

mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan adil. 

Kota Langsa, sebagai salah satu Kota yang berkembang di provinsi Aceh 

juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan sanksi tilang. Tingginya angka 

pelanggaran lalu lintas dikota ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam 

implementasi peraturan tersebut. Beberapa masalah yang sering dihadapi meliputi 

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, 

kurangnya sosialisasi mengenai UU Nomor 22 tahun 2009, serta minimnya 

pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan sanksi tilang 

di Kota Langsa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang kompherensif mengenai kendala-kendala yang 

dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan sanksi tilang. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lalu lintas 

yang lebih tertib dan aman di Kota Langsa.
2
 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Langsa sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut. Namun, 

peningkatan ini juga diiringi oleh berbagai permasalahan lalu lintas, dan kecelakaan. 

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, 

salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.
3
 

                                                           
2
 Data Statistik Kota Langsa,2023. 

3
 Ibid. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek yang 

berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan mengenai 

pelanggaran dan sanksi.  

Tabel 1: 

Pelanggaran dan sanksi dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

No Pasal Jenis Pelanggaran Sanksi 

1 280 Yang tidak dipasangi tanda Nomor 

kendaraan bermotor yang yang 

ditetapkan oleh kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan 

paling lama 4 (empat) bulan atau 

denda paling banyak Rp 500.000 

(Lima Ratus Rupiah) 

2 281 Yang tidak memiliki surat izin 

mengemudi 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 

77 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 4 (empat) 

bulan atau denda paling banyak Rp 

1000.000 (Satu Juta Rupiah) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 Yang melanggar aturan  perintah atau 

larangan yang dinyatakan dengan 

rambu Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

106 ayat (4) huruf a atau marka jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

106 ayat (4) huruf b dipidana dengan 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan 

atau denda paling banyak Rp 500.000 

(Lima ratus ribu rupiah) 

4 291 Pasal 291 ayat 1 mengatur bahwa 

pengendara sepeda motor yang tidak 

mengenakan helm standar nasional 

Indonesia (SNI). Pasal 291 ayat 2 

mengatur bahwa pengemudi yang 

memakai helm tetapi penumpangnya 

tidak, pengemudi juga dapat 

dikenakan denda yang sama. 

Dapat dikenakan denda paling 

banyak Rp 250.000 atau kurungan 

penjara paling lama 1 bulan. 

 

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang digagas Oleh departemen perhubungan. Dibuat agar penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi atau 
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kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan saat ini, serta harmoni dengan 

undang undang lainnya.
4
 

Sanksi tilang atau surat tilang (Bukti Pelanggaran). merupakan salah satu 

instrument hukum yang digunakan untuk menegakkan disiplin berlalu lintas. Sanksi 

diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelanggar dan mendorong terciptanya 

budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.
5
 

Banyak sekali yang terjadi pada saat ada penilangan, Sebagian oknum polisi 

yang melakukan pungli menjadi fenomena yang meresahkan. Sering kali muncul 

keluhan dari masyarakat mengenai adanya oknum polisi yang melakukan pungli 

Ketika melakukan penilangan agar kendaraan tidak ditahan. Kondisi ini juga 

berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, seperti 

salah satu mahasiswa yang pernah ditilang di depan kantor pos kota Langsa pada hari 

senin tanggal 7 juni tapi dikarenakan ada kawan yang berpropesi sebagai polisi dia 

dibebaskan dari kesalahannya yaitu T. Permata Sari. 

“Pada suatu ketika saya dihentikan polisi karena tidak memakai helm. Mereka mengatakan 

saya akan ditilang dan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Saya menelpon teman saya indah 

dan kebetulan dia mempunyai teman yang seorang polisi dan menceritakan situasinya. Indah berbicara 

dengan temannya yang polisi selanjutnya teman indah berbicara dengan polisi yang menilang saya 

melalui telpon polisi tersebut langsung berubah sikap dan mengatakan saya hanya akan diberi 

peringatan, saya dibebaskan tanpa tilang tetapi karena tidak merasa nyaman saya salamkan uang 

senilai 50.000 rupiah”
6
 

 

Dari hasil wawancara bersama salah satu korban pungli menunjukkan 

bahwa sebagian oknum polisi melanggar UU Nomor 22 tahun 2009, kondisi ini ialah 

melanggar pasal 291 ayat 1, menurut saya ini merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, ada juga 

                                                           
4
 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

5
 Jozef Richardo Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan 

(Jakarta: PT. Gramedia,2010), h.112. 
6
 T, Pertama Sari, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa, 8 Juli 2024 
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kejadian yang di alami oleh seorang siswa di Tugu G. teungoh Kota Langsa pada hari 

sabtu, pada saat penilangan siswa tersebut menerobos lampu merah yaitu Alisia 

Nurjanna Siregar. 

“Jadi waktu itu saya sedang buru-buru ke sekolah karena penerimaan rapot. Di sebuah persimpangan, 

lampu lalu lintas sudah menunjukkan merah, tapi saya memutuskan untuk menerobos, setelah 

menerobos, saya dihentikan oleh seorang petugas polisi yang sedang berjaga di dekat situ. Dia 

meminta saya untuk menepi dan polisi itu bertanya kenapa menerobos lampu merah, dan saya 

menjawab karena saya pikir kalo ke kiri jalan terus, polisi itu menjawab apa kamu tidak melihat kalau 

di situ ada tulisan dilarang menerobos dan sayapun tersenyum, saat itu saya menelpon orang tua 

saya,tidak lama kemudian orang tua saya dating terus kebetulan polisi tersebut mengenali orang tua 

saya karena orang tua saya waktu itu tertib membayar pajak singkat cerita orang tua saya hanya 

menyalamkan uang senilai 30.000 dan saya pun di perbolehkan pulang dan diperingati untuk 

selanjutnya jangan begitu lagi”
7
 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyak oknum 

polisi belum menerapkan tilang itu tidak sesuai aturan, banyaknya tilang yang 

diterapkan tidak sesuai dengan jenis pelanggaran, jika dilihat dari wawancara diatas 

jelas–jelas sudah melakukan kesalahan kenapa tidak diberikan sanksi sesuai dengan 

Undang-Undang dan kasus ini melanggar pasal 287 ayat 1, menurut saya hal ini bisa 

meragukan masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. 

Sejauh ini ada beberapa Penelitian Terdahulu yang telah melakukan 

penelitian dengan ruang lingkup yang sama, skripsi oleh chafidah membahas tentang 

bagaimana penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

hak-hak pejalan kaki di Yogyakarta dan membahas kendala apa saja yang ada 

didalam Undang-Undang tersebut terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. 

Perbedaannnya dengan skripsi yang di teliti sekarang ialah mengkaji persepsi 

masyarakat Kota Langsa terhadap sanksi tilang yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 

2009. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai bagaimana masyarakat melihat 

                                                           
7
 Alisia Nurjanna Siregar, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, 8 Juli 2024 
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dan memahami sanksi yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas, khususnya 

terkait tilang.
8
 Kajian lain yang dilakukan skripsi oleh Waliyul Ahli membahas 

tentang bagaimana pelaksaan tugas kepolisian lalu lintas di wilayah poltabes Banda 

Aceh, dan juga membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tugas penertiban lalu 

lintas dalam wilayah Hukum Banda Aceh. Perbedaannya dengan skripsi yang di teliti 

sekarang ialah peneliti mengevaluasi bagaimana masyarakat menilai dan memahami 

sanksi tilang, sehingga pendekatannya lebih kearah reaksi sosial terhadap penegakan 

hukum, bukan dari sisi pelaksana penegak hukum itu sendiri.
9
 Penelitian skripsi oleh 

Anggi Febriyani skripsi ini bertujuan mengetahui pelanggaran lalu lintas menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

pasal 291 ayat (1) ditugu payan mas kepolisian Resor Lampung Utara, dan juga 

untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (1) dalam perspektif 

fiqh siyasah di Tugu Pyan Mas Kepolisian Resor Lampung Utara.
10

 Maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi UU 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus 

Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang)”  

 

B. Identifikasi Masalah 

                                                           
8
 Chafidah, Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 

2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak pejalan Kaki Di kota yogyakarta Dalam Perspektif siyasah 

Dusturiyah, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga,2017) 
9
 Waliyul Ahdi, Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar 

Banda Aceh), (Aceh, Universitas Sang Bumi Ruwa Juraiu,2018). 
10

 Anggi Febriyani, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 29 Ayat (1) Dalam Perspektif Fikih Siyasah, 

(Lampung, UIN Raden Lampung, 2021). 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalah yang dijadikan bahan penilitian yaitu sebagai berikut: 

1. Sejauh mana implementasi sanksi tilang sesuai dengan ketentuan pasal 280 

UU No 22 tahun 2009 dengan baik? Bagaimana tingkat kesadaran mereka 

terhadap sanksi tilang dan peraturan lalu lintas secara umum? 

2. Bagaimana masyarakat Kota Langsa memandang dan merespons sanksi 

tilang? Apakah mereka merasa sanksi tersebut adil, efektif, dan sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan? 

3. Apakah ada kasus dimana oknum kepolisian melakukan tilang dengan 

prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 2009? 

4. Bagaimana anda menilai pelaksanaan sanksi tilang oleh kepolisian di Kota 

Langsa? Apakah menurut anda sudah berjalan sesuai ketentuan UU No. 22 

Tahun 2009? 

5. Apakah anda pernah mengalami atau mendengar tentang kasus pungli dalam 

proses tilang? Jika ya, bisa ceritakan pengalaman atau informasi tersebut? 

6. Apakah anda pernah melihat atau mendengar bahwa seseorang dapat 

bernegosiasi dengan petugas untuk menghindari sanksi tilang? 

7. Bagaimana tanggapan anda terhadap petugas yang memberikan sanksi tilang 

di jalan raya? Apakah mereka cukup profesional dalam menjalankan tugas? 

8. Apakah anda merasa sanksi tilang diterapkan secara adil bagi semua 

pengendara? Jika tidak, menurut anda apa saja yang menyebabkan 

ketidakadilan tersebut? 

 

C. Pembatasan Masalah  
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Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa 

perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih 

berfokus kepada masalah–masalah yang ingin di pecahkan. Penelitian ini menitik 

beratkan pada penerapan pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan 

dengan pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang. Tidak semua aturan dalam UU ini 

akan dibahas, melainkan hanya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum 

dalam bentuk tilang (Tindakan Penilangan) 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi sanksi tilang diKota Langsa sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap pelaksanaan sanksi 

tilang berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009? 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 



9 
 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun tujuan 

penelitian dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi sanksi tilang di Kota Langsa 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap 

pelaksanaan sanksi tilang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009? 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau signifikan 

akademis, praktis dan sosial berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

akademis mengenai implementasi sanksi tilang berdasarkan UU Nomor 22 

Tahun 2009. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Langsa dan instansi 

terkait untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sanksi tilang. Dengan 

demikian, kebijakan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan untuk 

meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. 

3. Kegunaan sosial 

Kesadaran Hukum Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang lebih jelas kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu 

lintas konsekuensi hukum yang di hadapi jika melanggar. Dengan demikian, 
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diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi 

angka pelanggaran lalu lintas. 

4. Kerangka Pemikiran 

1. Pengertian Tilang 

Tilang merupakan kependekat dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang 

diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. 

Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, 

menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, 

polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-

pasalnya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat 

tilang.
11

 

Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran. Hal ini diatur dalam 

peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentrang cara pemeriksaan kendaraan 

bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Secara 

praktik, tilang digunkan sebagai bukti pelanggaran dalam lalu lintas. Polisi akan 

memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan. 

Penerbitan surat tilang diatur dalam pasal 24 ayat (3) PP 80/2012 yang 

disebutkan bahwa tata acara pemeriksaaan tindak pidana pelanggaran tertentu 

terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan 

menerbitkan surat tilang. 

 

 

2. Surat Tilang 

                                                           
11
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Asal usul tilang sebenarnya terjadi pada tahun 1960-an saat sedang terjadi 

maraknya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan lalu lintas dan menciptakan keamanan dalam berkendara. Surat tilang 

terbagi menjadi dua warna, yaitu warna merah dan biru. Terdapat perbedaan 

perlakuan dan pengurusan administratif dari keduanya. Tak hanya itu, pelanggar 

sebenarnya boleh memilih untuk ditilang dengan surat warna merah atau biru. 

Surat tilang merah dikenakan untuk pelanggar yang merasa dirinya tidak 

melakukan pelanggaran. Dengan itu, pihak pelanggar harus siap mengikuti sidang 

kejaksaan negeri setempat untuk menjelaskan. Selanjutnya pihak kejaksaan negeri 

akan memutuskan hasil akhir. Sedangkan surat tilang biru dikenakan untuk pelanggar 

yang sudah mengakui kesalahannya. Dengan itu, pelanggar siap membeerikan STNK 

dan SIM untuk disita oleh polisi. Selain itu, pelanggar juga bisa membayar denda ke 

kejaksaan negeri sesuai jadwal.
12

 

3. Dasar Hukum 

UU Nomor. 22 Tahun 2009  membahas tentang Lalu Lintas dan angkutan 

jalan. Sebelumnya, dasar hukum tilang mengacu pada Undang-Undang nomor 14 

tahun 1992. Peraturan tersebut digantikan oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009 

Undang-Undang 22 tahun 2009 membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Dalam peraturan tersebut jelas terlihat perbedaan jumlah semula hanya 16 bab dan 

74 pasal, lantas menjadi 22 bab dan 326 pasal. Selain Undang-Undang hal-hal 

mengenai tilang juga diatur melalui surat keputusan kepala kepolisian republik 

Indonesia no.pol: SKEP/443/IV/1998. Surat ini memaparkan tentang buku petunjuk 
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teknis tentang penggunaan Blanko tilang. Kini, ada dua warna blanko tilang yang 

bisa dipilih pelanggar, yaitu merah dan biru. 

Jika anda memilih warna merah, berarti harus mengikuti sidang di tempat 

dan waktu tertentu. Pengadilanlah yang memutuskan, anda bersalah atau tidak. 

Sebaliknya blanko biru menandakan anda telah mengakui kesalahan. Dalam hal ini, 

sidang tidak perlu dilakukan. Artinya, pelanggar langsung membayar denda melalui 

bank BRI terdekat.
13

 

Jadi bagaimana kalau ada polisi yang memberikan surat tilang selain warna 

biru, Perlu anda ketahui, blanko tilang berwarna kuning hanya diberikan untuk arsip 

kepolisian. Sementara yang hijau, harus diserahkan ke pengadilan. Kalau anda 

melihat blanko putih, berarti itu untuk catatan kejaksaan. 

4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dikenai Tilang 

Melanggar rambu lalu lintas, pengendara bermotor sering kali lakukan ini. 

Berikut ini beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh jalan. 

a. Melanggar Zebra Cross 

Adanya Zebra Cross sering dianggap remeh oleh pengendara. Banyak 

pengendara ceroboh sehingga berhenti tepat digaris tersebut Ketika lampu 

merah. Bahkan, ada pengguna jalan yang tidak mengutamakan pejalan kaki di 

Zebra Cross. Nah, pelanggar aturan-aturan tersebut bisa kena denda Rp 

500.000 sesuai pasal 287. 

b. Melebihi Batas Muatan dan Dimensi 
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 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Kesalahan ini sering dilakukan oleh mobil truk dan pick up. Padahal, 

sanksinya sudah diterangkan secara jelas di pasal 307 dan pasal 169 ayat 1, 

yakni berupa denda tilang Rp 500.0000 

c. Melawan Arus Jalan 

Melawan arus saat berkendara tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga 

orang lain. Karena itu, pemerintah menetapkan denda tilang sebesar Rp 

500.000 untuk pelanggarnya melalui pasal 287  pasal 106 ayat 4.
14

 

d. Melanggar Rambu, Marka, dan APIL 

Jangan meragukan lampu merah; anda bisa dedenda Rp 500.000 jika nekat 

menerobos. Begitu pulak Ketika memakirkan kendaraan di tempat sembarang 

atau berbelok di jalur terlarang, siap-siap menghadapi sanksi pelanggar pasal 

287 juncto pasal 106 ayat 4, ya. 

e. Memboncengkan penumpang motor lebih dari satu 

Anda pernah memboncengkan satu anak kecil dan satu orang dewasa? 

Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas, pelanggarnya bisa didenda Rp 

250.000 sesuai pasal 292 juncto ayat 9. 

f. Tidak memakai helm saat berkendara 

Banyak pengendara memakai helm karena takut ditilang polisi. Padahal, helm 

berfungsi untuk menjaga kesalamatan pengendara. Selain itu, bagi anda yang 

tidak mengenakan helm selama mengemudikan motor, bisa kena tilang Rp 

250.000. 

g. Motor tidak memenuhi persyaratan laik jalan 
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Motor dikatakan laik jalan jika memiliki kaca spion, lampu utama, lampu 

rem, petunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, klakson, serta kedalaman 

alur ban. Tentu saja, motor yang tidak punya komponen tersebut, bisa kenak 

tilang Rp 250.000 sesuai pasal 285 juncto pasal 106 dan pasal 48 ayat 2-3. 

Itulah beberapa hal seputar tilang atau bukti pelanggaran. Agar terhindar dari 

tilang, cek Kembali kelengkapan kendaraan sebelum melintas dijalan raya. Anda 

wajib memiliki SIM dan STNK. Terakhir, pastikan motor anda tidak dipinjamkan 

atau digunakan anak di bawah umur. Pasalnya, anda bisa kenak tilang Rp 

1.000.000.
15

 

5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Riska (2019) meneliti mengenai “ 

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada 

satuan polisi lalu lintas (satlantas) polresta Pekan Baru” penelitian ini lebih fokus 

pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good 

governance) di Indonesia dimana pemerintah dinilai tealah mengambil pilihan yang 

baik dengan menerapkan system E-Tilang yang pada penerapannya menggunakan 

tekhnologi informasi dan komunikasi yang tentu membuat penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi efisien karena bisa mengurangi biaya operasional.
16

 

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Aji Akbar (2015) skripsi ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana upaya tindak pidana untuk mendapatkan efek jera bagi 

pelanggaran lalu lintas, serta dapat mengetahui bagaimana dampak suatu wilayah 

Ketika sistem penegakan hukum lalu lintasnya tidak tertata baik, dan dapat 
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 Mutia Riska, “Efektivitas Implementasi E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada 

satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Riau,2013), h.9. 
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mengetahui perlindungan hukum pengguna lalu lintasnya tidak tertata baik, dan 

dapat mengetahui perlindungan hukum pengguna (jasa) transportasi umum dalam 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Persamaan penulisan yang peneliti lakukan 

dengan skripsi ini yaitu terkait dengan pengimplementasikan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
17

 

Penelitian yang dilakukan Waliyul Ahdi (2019) skripsi ini bertujuan untuk 

menjaga dan menertibkan lalu lintas. Namun faktanya masih banyak terdapat 

kejanggalan dan penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota 

kepolisian di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas 

kepolisian lalu lintas di Kota Banda Aceh. Meski dalam Undang-Undang sudah ada 

aturan tentang pelanggaran atau hukuman bagi si pelanggaran lalu lintas. Namun 

masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga Banda Aceh. Adapun faktor 

yang menjadi penghambat efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penggunaan kendaraan oleh anak 

sekolah, yang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM.
18

 

Penelitian yang dilakukan Andi Husnaini (2019) tujuan penilitian skripsi ini 

yakni pelaksanaan tilang kendaraan bermotor pada wilayah hukum polda Sulawesi 

selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tilang kendaraan bermotor 

pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Kecelakaan lalu lintas adalah dampak 

yang paling tidak diharapkan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Selain 
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 Surya Aji Akbar, Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat 

Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota 

Makassar, (Makassar, UIN Alaudin,2015). 
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 Waliyul Ahdi,Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Besar Banda 

Aceh), (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry ,2019). 



16 
 

menimbulkan kerugian di bidang materi, kecelakaan tersebut dapat mengancam 

keselamatan pengendara itu sendiri atau bahkan pengendara lain.
19

 

Penelitian yang dilakukan Hamonangan M Jaya Situmorang (2023) tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,pemerintah indonesia telah 

mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi secara optimal dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
20
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6. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing masing akan dibagi dalam 

beberapa sub bab, Sistematika pembahasan dalam penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I: yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II: yaitu landasan teori, yang meliputi Implementasi Uu No 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat 

Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang). 

Bab III: yaitu metode penelitian akan membahas terkait jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.  

Bab IV: yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait 

Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi 

Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang). 

Bab V: Terdiri dari beberapa point yaitu penutup, mencakup kesimpulan, 

dan saran hasil penilitian  
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BAB  lIV 

PEMBAHASAN  lDAN  lHASIL  lPENELITIAN 

 

A. Gambaran  lUmum  lKota  lLangsa 

1.  lSejarah  lKota  lLangsa 
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Langsa  lmerupakan  lsalah  lsatu  lkota  ldi  lprovinsi  laceh  lyang  lawalnya  lmenjadi  

lbagian  ldari  lwilayah  ladministratif  lkabupaten  lAceh  lTimur.  lBerjarak  lsekitar  l400  lkm  

ldari  lBanda  lAceh,  lkota  lini  lawalnya  lmemiliki  lstatus  lsebagai  lkota  ladministratif  

lberdasarkan  lperaturan  lpemerintah  lNomor  l64  lTahun  l1991  ltentang  lpembentukan  lkota  

ladministratif  lLangsa.  lStatus  lkota  ladministratif  lini  lkemudian  lditingkatkan  lmenjadi  

lKota  lLangsa  lmelalui  lUndang-Undang  lNomor  l3  lpada  l21  ljuni  l2001,  ldan  lhari  ljadi  

lKota  lLangsa  lditetapkan  lpada  l17  lOktober  l2001.  lPada  lmasa  lawal  lpembentukannya,  

lKota  lLangsa  lterdiri  ldari  ltiga  lkecamatan,  lyakni  lLangsa  lBarat,  lLangsa  lKota,  ldan  

lLangsa  lTimur.  lNamun,  lpada  ltahun  l2007,  lwilayah  lini  ldimekarkan  lmenjadi  llima  

lkecamatan  lmelalui  lperaturan  ldaerah  latau  lQanun  lKota  lLangsa  lNomor  l5  lTahun  l2007,  

lyang  lmenambahkan  lKecamatan  lLangsa  lLama  ldan  lLangsa  lBaro.  l

63
 

Nama  l“Langsa”  lkonon  lberasal  ldari  lkata  l“Langsar”  lyang  lmerupakan  

lsingakatan  ldari  l“elang  lbesar”.  lHal  lini  lmendorong  lWali  lKota  lLangsa,  lUsman  

lAbdullah,  luntuk  lmempertimbangkan  lmengganti  likon  lKota  ldari  lbambu  lruncing  

lmenjadi  llambang  lelang.  lNamun,  lia  lmenyadari  lperlunya  lkajian  llebih  lmendalam  

lmengenai  lsejarah  lini.  lOleh  lkarena  litu,  lUsman  lAbdullah  lmembentuk  ltim  lkhusus  

ldengan  lmelibatkan  ldua  lrektor  ldari  lperguruan  ltinggi  ldi  lLangsa,  lyakni  lUniversitas  

lSamudra  lLangsa  ldan  lSekolah  lTinggi  lAgama  lIslam  lNegeri  l(STAIN)  lZawiyah  lCot  

lKala  lLangsa. 

  l2.  l  lAdministrasi 

  lSetelah  lKota  lLangsa  lberpisah  ldari  lkabupaten  lAceh  lTimur  lpada  ltahun  l2001,  

lstruktur  lperekonomiannya  lmulai  ldibangun  ldengan  lfokus  lpada  lsektor  lperdangangan,  

lindustri,  ldan  lpertanian.  lSejak  llama,  llangsa  ldikenal  lsebagai  lpusat  lperdangan,  ldan  
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  lLangsa  lDalam  lAngka  lLangsa  lin  lFiqures  l2015,  lLangsa,  lBadan  lPusat  lStatistik  lKota  

lLangsa 



51 
 

ljasa,  lkhususnya  luntuk  lhasil  lbumi  ldari  lkabupaten  lAceh  lTamiang,  lAceh  lTimur,  ldan  

lterutama  lSumatera  lUtara  l(Medan).  lKota  lLangsa  lyang  lberada  ldi  lpesisir  ldengan  lgaris  

lpantai  lsepanjang  l16  lKilometer  lmemiliki  lpenduduk  lyang  lsangat  lberagam,  ltermasuk  

letnis  lAceh,  lJawa,  lMelayu,  lGayo,  lBatak,  ldan  lKaro.  lKedekatannya  ldengan  lMedan,  

lyang  lhanya  lberjarak  l246  lkm,  lmembuat  lLangsa  lmemiliki  lbanyak  lkesamaan  ldengan  

lkota  ltersebut. 

Langsa  lmerupakaan  lKota  lKecil  ldengan  lpusat  lkeramaian  lyang  ltersebar  ldi  

ldua  llokasi  lutama.  lJalan  lTeuku  lUmar,  lyang  lberfungsi  lsebagai  lpusat  lpertokoan  ldan  

lpasar  ltradisional,  lserta  ljalan  lAhmad  lYani,  ljalan  lprotokol  ldua  ljalur  lyang  lmembelah  

lKota  ldan  lselalu  lramai  ldikunjungi  lwarga  ldari  lpagi  lhingga  lmalam.  lPada  lawal  

lpembentukannya,  lLangsa  lhanya  lmemiliki  l2  lKecamatan,  lyaitu  lLangsa  lBarat  ldan  

lLangsa  lTimur,  lNamun,  lpada  lTahun  l2002,  lterjadi  lpemekaran  lwilayah  ladministrasi  

lmenjadi  l3  lkecamatan,  lkecamatan  lLangsa  lTimur.  l

64
Kecamatan  lLangsa  lBarat,  ldan  

lKecamatan  lLangsa  lKota  lyang  lterdiri  ldari  ltiga  lkelurahan  ldan  l48  ldesa.  lKemudian,  

lpada  lTahun  l2007,  lterjadi  lpemekaran  llanjutan  lmenjadi  l5  lkecamatan,  lyaitu  lLangsa  

lTimur,  lLangsa  lLama,  lLangsa  lKota,  lLangsa  lBarat,  ldan  lLangsa  lBaro,  ldengan  ltotal  l51  

ldesa. 

a. Luas  lKota  lLangsa 

Berikut  ladalah  ltabel  lluas  lwilayah  lKota  lLangsa  l2021 

Tabel  l4.1  lLuas  ldaerah  lKota  lLangsa  lmenurut  lkecamatan  ltahun  l2021.  

No Kecamatan Luas 

1 Langsa  lBaro 25,72  lkm
2 

2 Langsa  lKota 2,55  lkm
2 

3 Langsa  lBarat 20,34  lkm
2 

4 Langsa  lLama 18,77  lkm
2 
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  lhttps://  llangsakota.bps.go.id/publikasi.html  l(diakses  l28  lmei  l2024) 
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5 Langsa  lTimur 32,62  lkm
2 

 

3.  l  lPenduduk 

Jumlah  lpenduduk  lKota  lLangsa  lpertahun  l2023  lmenurut  ldata  lstatistik  lKota  

lLangsa  ladalah  l182.469  ljiwa.  lSelanjutnya  lpenurunan  lpenduduk  lsampai  ltahun  l2024  

ladalah  l182,62  ljiwa.
65

 

B. Implementasi  lUU  lNo  l22  lTahun  l2009  ldi  lKota  lLangsa  l 

Undang-Undang  lNomor  l22  lTahun  l2009  ltentang  lLalu  lLintas  ldan  lAngkutan  

lJalan  lberfungsi  lsebagai  lregulasi  ldasar  ldalam  lpengelolaan  llalu  llintas  ldan  langkutan  

ljalan  ldi  lindonesia,  ltermasuk  ldi  lKota  lLangsa.  lImplementasi  lUndang-Undang  lini  ldi  

lLangsa  lmencakup  lbeberapa  laspek  lpenting  lyang  lberkaitan  ldengan  ltata  lKelola  llalu  

llintas,  lpeningkatan  lkeselamatan  lpengguna  ljalan,  ldan  lpengaturan  langkutan  lumum.  

lBerikut  lini  lbeberapa  lpoin  limplementasinya  ldi  lKota  lLangsa. 

1. Pengaturan  ldan  lpenataan  lLalu  lLintas  lpemerintah  lKota  lLangsa  lmelakukan  

lpengaturan  larus  llalu  llintas  luntuk  lmengurangi  lkemacetan,  lkhususnya  ldi  ltitik-

titik  lrawan.  lKebijakan  lini  lmeliputi  lpenataan  llampu  llalu  llintas,  lrambu-rambu,  

ldan  lpenempatan  lpetugas  ldi  lpersimpangan  lpadat.  lSelain  litu,  ljalan  lutama  ldan  

ljalan  lkecil  ldiatur  lsesuai  ldengan  ltata  lruang  ldan  ltata  lwilayah  luntuk  lmenjaga  

lkelancaran  larus  lkendaraan. 

2. Program  lKeselamatan  lBerlalu  lLintas  lpenerapan  lUU  lNo.  l22  lTahun  l2009  ldi  

llangsa  ljuga  lmenekankan  lpentingnya  lkeselamatan  lberlalu  llintas  lmelalui  

lsosialisasi  ldan  ledukasi  lkepada  lmasyarakat.  lProgram  lseperti  lsosialisasi  ltertib  

llalu  llintas,  lkampanye  lkeselamatan  ldi  lsekolah-sekolah,  lserta  lpemasangan  
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lpapan  lperingatan  ldi  llokasi  lrawan  lkecelakaan  lmenjadi  lbagian  ldari  lupaya  lini.  

lSatuan  llalu  llintas  lPolres  lLangsa  lsering  lmelakukan  lrazia  lberkala  lguna  

lmemastikan  lmasyarakat  lpatuh  lterhadap  laturan,  lseperti  lpenggunaan  lhelm,  

lsabuk  lpengaman,  ldan  lpelarangan  lberkendara  ldi  lbawah  lpengaruh  lalkohol. 

3. Regulasi  lAngkutan  lUmum  lUntuk  lmeningkatkan  lpelayanan  langkutan  lumum,  

lpemerintah  lKota  lLangsa  lmemastikan  lbahwa  lkendaraan  langkutan  lumum  

lmemiliki  lizin  lyang  lsah,  lberoperasi  lsesuai  lrute  lyang  lditentukan,  ldan  ldipantau  

lsecara  lberkala.  lImplementasi  lini  lbertujuan  luntuk  lmengurangi  langkutan  lilegal  

lyang  ltidak  lmemenuhi  lstandar  lkeselamatan.  lSelain  litu,  lupaya  luntuk  lmengatur  

ltarif  ldan  lmenyediakan  lhalte  lyang  lmemadai  lbagi  lpengguna  langkutan  lumum  

lturut  ldilakukan  lagar  lterciptanya  llingkungan  ltransportasi  lyang  llebih  lnyaman  

ldan  lteratur. 

4. Penegakan  lHukum  ldan  lPengawasan  lkepolisian  ldan  lDinas  lperhubungan  lKota  

lLangsa  lbekerja  lsama  ldalam  lpenegakan  lhukum  luntuk  lpelanggaran,  lseperti  

lpelanggaraan  lrambu  llalu  llintas,  lbatas  lkecepetan,  ldan  lparkir  lliar.  lSelain  

lpenindakan,  lmereka  ljuga  lmenggunakan  lteknologi  lpengawasan  lseperti  

lkamera  lpengawas  l(CCTV)  ldi  larea  ltertentu  luntuk  lmemantau  lkondisi  llalu  

llintas  lsecara  lreal-time. 

5. Pembangunan  lFasilitas  lpendukung  lLalu  lLintas  lsebagai  lbagian  ldari  

limplementasi  lUU  lini,  lKota  lLangsa  lmembangun  ldan  lmemperbaiki  lfasilitas  

lpendukung  llalu  llintas,  lseperti  ltrotoar,  ljalur  lkhusus  lsepeda,  lzebra  lcross,  lserta  

ltempat  lpemberhentian  langkutan  lumum  lyang  lmemadai.  lFasilitas  lini  ltidak  

lhanya  lbertujuan  luntuk  lmeningkatkan  lkeselamatan  lpengguna  ljalan,  ltetapi  ljuga  
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luntuk  lmendukung  lpengurangan  lemisi  ldan  lmendorong  ltransportasi  lramah  

llingkungan. 

Implementasi  lUndang-Undang  lNomor  l22  lTahun  l2009  ldi  lKota  lLangsa  lsecara  

lkeseluruhan  lbertujuan  luntuk  lmenciptakan  lsistem  ltransportasi  lyang  laman,  lnyaman,  

ldan  ltertib,  lserta  lmendorong  lkesadaran  lmasyarakat  ldalam  lberlalu  llintas. 

C. Kebijakan  lSatlantas  lKota  lLangsa  lTerhadap  lSanksi  lTilang 

Kebijakan  lSatlantas  l(satuan  llalu  llintas)  ladalah  lserangkaian  laturan,  lprosedur,  

ldan  lprogram  lyang  ldirancang  loleh  lkepolisian  llalu  llintas  luntuk  lmengatur,  lmengelola,  

ldan  lmeningkatkan  lkeselamatan,  lketertiban,  ldan  lkelancaran  lLalu  lLintas.  lKebijakan  

lini  lbiasanya  lmencakup  lberbagai  laspek  loperasional,  lseperti  lpenegakan  lhukum,  

lpengaturan  llalu  llintas,  lpenyuluhan,  lhingga  linovasi  lteknologi  luntuk  lmendukung  

lsistem  ltransportasi. 

Kebijakan  lsatlantas  lbertujuan  luntuk  lmenciptakan  lsituasi  llalu  llintas  lyang  

laman,  lnyaman,  ldan  lteratur,  lsekaligus  lmeningkatkan  lkepatuhan  lmasyarakat  lterhadap  

lperaturan  lyang  lberlaku,  lpeneliti  ljuga  lmelakukan  lwawancara  lkepada  lpihak  lbagian  

llalu  llintas  ldi  lSatlantas  lKota  lLangsa  lyaitu  lBersama  lBapak  l  lAipda  lArie  lDwii,  lpeneliti  

lmemberikan  lbeberapa  lpertanyaan  lkepada  lbeliau,  luntuk  lpertanyaaan  lpertama  lyang  

lpeneliti  ltanyakan  lialah  l“  lBagaimana  lpandangan  lpihak  lsatlantas  lterhadap  ltingkat  

lkepatuhan  lmasyarakat  lKota  lLangsa  lterhadap  laturan  lLalu  lLintas?”  lbeliau  lmenjawab  l: 

“Alhamdulillah  lkalau  lsiang  lhari  lmasih  lpatuh,  ltapi  lkalo  lmalam  lya  lbelum  

lpatuh,  lmalam  lkan  lbanyak  lyang  lgak  lpakai  lhelm,  lkalau  ldari  lpagi  lsampai  lsore  

lalhamdulillah  lbisalah  lkita  llihatlah  lkalo  lsiang  lmasih  lpakek  lhelm  lkalo  lmalam  

lbelum”
66
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Selain  litu,  ldalam  lrangka  lmendapatkan  linformasi  lyang  llebih  llengkap,  

lpeneliti  ljuga  lmenanyakan  lpertanyaan  ltentang  l“apa  lsaja  lupaya  lyang  ldilakukakan  

lSatlantas  luntuk  lmensosialisasikan  lUU  lNo.  l22  lTahun  l2009  lkepada  lmasyarakat?”  

lbeliau  lMenjawab: 

“Kalau  lkami  lsosialisasi  llangsung  lke  lsekolah,  lke  lkampus,  lterus  lke  lkantor-

kantor  lpemerintahan  ldek,  lkantor  ldinas  lgitulah  lcontohnya  ldinas  lPendidikan” 

 

Disamping  litu,  lpeneliti  ljuga  lberupaya  luntuk  lmemahami  ldan  lmenanyakan  

lpertanyaan  lmengenai  l“Bagaimana  lpelaksanaan  lsanksi  ltilang  ldi  lKota  lLangsa,  

lkhususnya  ldalam  lkonteks  lUU  lNo.  l22  lTahun  l2009?”  lBeliau  lMenjawab: 

“Setelah  lpelanggar  lmendapatkan  lsurat  ltilang,  lpelanggar  lwajib  lmengikuti  

lsiding  ldi  lpengadilan  lnegeri  ldan  lmembayarkan  ldenda  ltilang  lmelalui  lbriva  

lyang  ldiberikan  loleh  lpetugas  lkejaksaan,  lsetelah  lmembayarkan  ldendanya  

ldikantor  lpos  latau  ldi  lBank  lBSI  lpelanggar  lmembawa  lslip  lpembayaran  lke  

lpetugas  lke  lkejaksaan  ldan  lmengambil  lBB  lyang  lditilang  l(SIM  latau  lSTNK)” 

 

Untuk  lmendapatkan  lpemahaman  lyang  llebih  lkomprehensif,  lpeneliti  ljuga  

lmenanyakan  ltentang  l“Apa  lSaja  lkendala  lyang  lsering  ldihadapi  lsatlantas  ldalam  

lmenerapkan  laturan  ltersebut  ldi  llapangan? 

“Kendalanya  lgini  ldek,  lkadang  lkita  lmau  ltindak  lterus  lada  lyang  lbilang  l 

keluarga  lsipolanlah  lsi  lpolen  litu  ldia  lkendalanya  ldek  ldisitu  ldia” 

 

Dalam  lkonteks  lyang  lsama,  lpeneliti  ljuga  lingin  lmenggali  linformasi  ltentang  

lprogram  lkhusus  lSatlantas  lKota  lLangsa  lpeneliti  lmemberikan  lpertanyaan  

ltentang”Apakah  lada  lprogram  lkhusus  luntuk  lmeningkatkan  lkesadaran  lmasyarakat  

lterkait  lsanksi  ltilang  ldan  laturan  llalu  llintas?”  lBeliau  lMenjawab 

“Kalo  lsaya  lmaunya  lprogram  lkhususnya  lini,  lmotornya  lditahan  lbiar  ljera,  lkalo  

lmotorntya  lditahankan  l2  lminggu  lbaru  lkeluar  lmungkin  litu  ljera” 

 

Selain  litu,  lpenting  lbagi  lpeneliti  luntuk  lmemahami  lbagaimana  lsatlantas  

lmenangani  lkeluhan  lmasyarakat  lterkait  lsanksi  ltilang  lpeneliti  ltertarik  lmenanyakan  
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lpertanyaan  lini  l“Bagaimana  lcara  lsatlantas  lmenangani  lkeluhan  lmasyarakat  lterkait  

lsanksi  ltilang  lyang  ldianggap  ltidak  ladil?”  lBeliau  lMenjawab: 

“Kalo  lkami  lsanksi  ltilangnya  litu,  lkalo  ldenda  ltilang  lini  lkalo  lmemang  lgak  ladil  

ljangan  lkomplainnya  lke  lsatlantas  ldia  lyang  lmemutuskan  ldenda  ltilang  litu  

lhakim,  lbukan  lsatlantas,  lkami  lcuma  lpenindak  lada  lpelanggaran  lkami  ltilang,  

lini  lkalo  ldenda  ltilang  lke  lpengadilan” 

 

Dalam  lupaya  luntuk  lmemperjelas  linformasi,  lpeneliti  ljuga  lmenanyakan  

lterkait  ltentang  ldata  lstatistik  lpelanggaran,  lpeneliti  lmemberikan  lpertanyaan  lsebagai  

lberikut  l“Apakah  lada  ldata  lstatistik  lmengenai  ljumlah  lpelanggaran  llalu  llintas  ldan  

ltilang  lKota  lLangsa  ldalam  lbeberapa  ltahun  lterakhir?”  lBeliau  lmenjawab: 

“Datanya  lada  ldata  ljumlahnya  lkan  luntuk  lpelanggaran  ltahun  l2023  lmencapai  

l3663  lribu  lpelanggagar  ldek  lterus  ldari  ljanuari  l–  lNovember  l2024  lmencapai  

l3201  lribu  lini  lbelum  ltermasuk  ldi  lbulan  ldesember  ldek” 

 

Berikutnya  lpeneliti  lingin  lmengetahui  llebih  lrinci  lmengenai  l“Bagaimana  

lSatlantas  lmengevaluasi  lefektivitas  lpenerapan  lsanksi  ltilang?” 

“Macam  lyang  lsaya  lbilang  ltadi  lyang  lmenentukan  lsanksi  ltilang  litu  lhakim  

lbukan  lkami,  lkami  lCuma  lmenilang,  ldenda  ltilangnya  lada,  ltabel  ltilangnya  

lada,  lkalo  ldisini  lkan  ltiap  ldaerah  lada  lyang  lNamanya  lMOU,  lsatlantas,  

lpengadilan  lsama  lkejaksaan,  ljadi  ldenda  ltilang  litu  lbisa  lberkurang  ldengan  

lMOU,  litu,  lcontoh  lini  lada  ltabelnya  lsendiri  lkalo  lini  lmemang  ldari  lpusat,  ludah  

ldi  lshare  lke  lgoogle  ljuga,  lgak  lpakek  lhelm,  lRp.  l250.000  liyakan,  ltapi  lnanti  

lwaktu  lmasuk  lsiding  ldendanya  lgak  lsegini,  ldibawah  lini,  lkarena  ladanya  

lMOU,  ldari  lpengadilan,  lkejaksaan,  lPolres,  lya  lyang  lmenandatangani  lyang  

ltetap  lPolres” 

 

Untuk  lmemberikan  lgambaran  lyang  llebih  llengkap,  lpeneliti  ljuga  lmenanyakan  

ltentang  l“Apakah  lsatlantas  lmemiliki  lrencana  luntuk  lmeningkatkan  lkualitas  

lpelaksanaan  lUU  lNo.  l22  lTahun  l2009  ldi  lmasa  lmendatang?”  lBeliau  lMenjawab: 

“Untuk  lrencana  lkedepannya  lpihak  lsatlantas  lkota  llangsa  lmenunggu  

lkeputusan  ldari  lKorlantsa  lPOLRI” 
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Peneliti  ljuga  lmerasa  lpenting  luntuk  lmemperoleh  lpandangan  lterkait  lsanksi  

ltilang  lpeniliti  lmenanyakan  lKembali  ltentang  lMenurut  lbapak  lapa  lLangkah  lyang  

lpaling  lefektif  luntuk  lmembangun  lkesadaran  lhukum  lmasyarakat  lterakit  lUU  lNo.  l22  

lTahun  l2009?”  lBeliau  lmenjawab: 

“Kalo  lkesadaran  lmasyarakat  ldisini  lmasih  lrendah,  lbelum  lmau  lkita  latur  litu  

lbelum  lmau,  lkarena  lmasyarakatnya  lmasih  lya,  lkalo  ldi  laceh  lini  lbelum  lmau  

ldiatur,  ltapi  lalhamdulillah  lkalo  ldilangsa  lininya  ldari  lpagi  lsampe  lsore  lmasih  

lbisalah  lkita  lbilang  ltertib  ltapi  lkalo  lmalam  lgak  lada  ltertibnya” 

 

Sebagai  ltambahan,  lpeneliti  ljuga  lmerasa  lpenting  luntuk  lmengetahu  ltentang  

lapa  lharapan  lsatlantas  luntuk  lkedepannya  lmengenai  lsanksi  ltilang  lmaka  lpeneliti  

ltertarik  luntuk  lmenanyakan  ltentang  l“Adakah  lpesan  latau  lharapan  lsatlantas  luntuk  

lmasyaraakat  lkota  llangsa  lterkait  lkepatuhan  lterhadap  laturan  llalu  llintas?”  lbeliau  

lmenjawab: 

“Pesannya  lsih  ldipertahankan  litu  laja,  lmudah-mudahannya  lsadar  lsemuanya,  

lkarena  langka  lkecelakaankan  lbanyak  lni  lapalagi  lanak  ldibawah  lumurtu  lkalau  

lbawa  lmotorkan  lgak  lsesuai  ldengan  lkapasitas  lyang  lada”
67

 

 

Dari  lhasil  lwawancara  ldengan  lbapak  lAipda  lArie  lDwii  ldapat  ldisimpulkan  

lbahwa  lkebijakan  lyang  lditerapkan  lbertujuan  luntuk  lmeningkatkan  lkedisiplinan  

lpengendara  ldan  lmenekan  langka  lpelanggaran  llalu  llintas.  lNamun,  ldiperlukan  levaluasi  

llebih  llanjut  lterkait  lpelaksanaan  lkebijakan  lini,  lkhususnya  ldalam  lmemastikan  

lkepatuhan  lterhadap  lprosedur  lresmi,  lagar  lkepercayaan  lmasyarakat  lterhadap  

lpenegakan  lhukum  ldapat  lterjaga  ldengan  lbaik. 

 

D. Persepsi  lMasyarakat  lKota  lLangsa  lTerhadap  lSanksi  lTilang 

                                                           
67

  lWawancara  lbersama  lBapak  lAipda  lArie  lDwi,  lselaku  ldibagian  lbaur  lTilang,  lpada  ltanggal  

l09  lDesember  l2024,  lpukul  l10.30  lWIB 
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Sanksi  ltilang,  lyaitu  ltindakan  lyang  llangsung  ldiberikan  lkepada  lpelanggar  

laturan  llalu  llintas,  lbertujuan  luntuk  lmendisiplinkan  lmasyarakat  lserta  lmengurangi  

ljumlah  lpelanggaran.  lDi  lKota  lLangsa,  lsanksi  lini  lumumnya  lditerapkan  lpada  

lpelanggaran  lseperti  ltidak  lmenggunakan  lhelm,  lmelanggar  llampu  llalu  llintas,  lserta  

ltidak  lmemiliki  lSIM  latau  lSTNK.  lMasyarakat  lmemiliki  lpandangan  lyang  lberagam  

lmengenai  lsanksi  ltilang  lini,  ltergantung  lpada  lfaktor-faktor  lseperti  lpengalaman  lpribadi,  

ltingkat  lPendidikan,  ldan  lpemahaman  lhukum  lmasing-masing  lindividu.  l  l  l 

Mayoritas  lmasyarakat  lmenilai  lbahwa  lpelaksanaan  lsanksi  ltilang  lterkadang  

lkurang  ltransparan.  lHal  lini  lmenimbulkan  lpersepsi  lnegatif, namun ada juga yang 

menimbulkan persepsi positif. Akibatnya banyak masyarakat berpendapat bahwa 

sistem tilang tidak sesuai namun ada juga yang menjalankan sesuai dengan prosedur 

menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009.  

Berikut adalah wawancara dengan perspektif bahwa oknum polisi 

menjalankan sesuai aturan, wawancara responden yang mengalami tilang sesuai 

prosedur seperti yang dikatakan oleh Suci Humairo: 

“Jadi kan waktu ada razia kebetulan saya belum ada SIM dan STNKnya 

mati dan saya pun di razia, polisi yang bertugas kemudian menjelaskan 

kepada saya bahwa sesuai dengan aturan, saya akan diberikan surat tilang 

dengan dua pilihan, yaitu mengikuti sidang dipengadilan atau membayar 

denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
68

 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa  oknum polisi yang melakukan tilang 

itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Langsa 

peneliti juga melanjut wawancara kepada masyarakat yang pernah mengalami tilang.  
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 Wawancara dengan Suci Humairoh, masyarakat Kota Langsa pada tanggal 17 Februari 

2025 
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Seperti  lyang  ldikatakan  loleh  lsalah  lsatu  lmasyarakat  lKota  lLangsa  lYaitu  lFaiz  

lyang  lpernah  ljadi  lkorban  lsanksi  ltilang  lmengatakan:  l 

“Sejujurnya,  lsaya  ltidak  lmerasa  lmenerobos  llampu  lmerah  lwaktu  litu.  lTapi,  

lpetugas  lpolisi  lyang  lmenghentikan  lsaya  lmengatakan  lbahwa  lsaya  ltelah  

lmelanggar  ldan  lmeminta  lsaya  luntuk  lmembayar  lRp  l50.000  lagar  lterbebas  ldari  

ltilang,  lmeskipun  lsaya  lyakin  ltidak  lmelakukan  lpelanggaran  ltersebut  ldan  

lakhirnya  lsaya  lmembayar  luang  ltersebut.
69

 

 

Pernyataan  ldiatas  lmenunjukkan  lbahwa  lmasih  lbanyak  loknum  lkepolisian  

lyang  lmenjalankan  lsanksi  ltilang  ltidak  lsesuai  ldengan  lketentuan  lsesuai  ldengan  lUU  

lNomor  l22  lTahun  l2009,  lKejadian  lini  ldi  lduga  lmelakukan  lpungutan  lliar  l(pungli)  lsaat  

lproses  ltilang.  lOknum  ltersebut  lmeminta  lsejumlah  luang  lsebagai  limbalan  lagar  

lpelanggaran  ltidak  ldi  lproses  lsecara  lresmi.  lHal  lini  ltentunya  lmencederai  lkepercayaan  

lpublik  lterhadap  linstitusi  lkepolisian.  lAda  ljuga  lkejadian  lyang  ldi  lalami  loleh  lsalah  lsatu  

lmasyarakat  lkota  llangsa  lsaat  lpenilangan  latas  lnama  lAndriani  ltidak  lmenggunakan  

lHelm  lAndriani  lmengatakan: 

“Waktu  litu  lsaya  ldan  ltemen  lsaya  lmau  lpergi  lmengerjakan  ltugas  ldirumah  

ltemen  lsaya,  ldi  lperjalanan  lmenuju  lrumah  lteman  lsaya  lrupanya  lada  lrazia,  lsaat  

litu  lsaya  ldan  lteman  lsaya  ltidak  lmemakai  lhelm  lterus  lkami  ldiberhentikan  loleh  

lpolisi  ltersebut  lpada  lakhirnya  lkami  lmemberikan  luang  lsebesar  l100.000  ldan  

lkami  lpun  laman”
70

 

 

Selain  litu  lada  ljuga  lseorang  lmahasiswa  lyang  lbernama  lZuhra  lmenceritakan  

lpengalaman  lsaat  lditilang  loleh  lpihak  lkepolisian,  ldia  lmengatakan: 

“Kemaren  litu  lada  lrazia  ldan  lsaya  lterkena  lrazia  ldengan  lalasan  lkendaraan  

lsaya  ldianggap  ltidak  llengkap.  lMemang  lkereta  lsaya  lhanya  lada  lkaca  lspion,  

lsementara  lperlengkapan  llainnya  ltidak  llengkap  lmulai  ldari  lSTNK  ldan  lNopol,  

lAwalnya  lpolisi  lminta  lsaya  lbayar  lRp  l250.000  lkarena  lkendaraan  lsaya  ldan  
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  lWawancara  ldengan  lInisial  lAM  lselaku  lmasyarakat  lKota  lLangsa  lpada  ltanggal  l04  

lNovember  l2024,  lpukul  l15.00  lWIB 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lAndriani,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  l07  lnovember  

l2024,  lpukul  l10.00  lWIB 
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lSTNK  lmati,  ltapi  lkarena  lsaya  ltidak  lpunya  luang  lsebanyak  litu,  lakhirnya  lsaya  

lhanya  lkasih  lRp  l100.000  lsupaya  lbisa  llanjut  lJalan”.
71

 

 

Selain  litu  lhasil  lwawancara  lyang  lpeneliti  llakukan  lada  ljuga  lpengalaman  ldari  

lresponden  llainnya  lyang  ljuga  lterkait  ldengan  lsanksi  ltilang  lyang  ldimana  

lpelanggarannya  lyang  ldilakukan  ldan  lsanksi  ldenda  lyang  ldiberikan  lmenurut  lpeneliti  

ltidak  lsesuai  ldengan  laturan  lyang  lada  ldi  ldalam  lUU  lNomor  l22  lTahun  l2009  lTentang  

lLalu  lLintas  ldan  lAngkutan  lJalan,  lseperti  lyang  ldikatakan  loleh  lMulti  lIrawati: 

“Kamu  ltau  llah  lrin  lgimana  lkeadaan  lkereta  lmulti,  lkemaren  litu  lmulti  lkenak  

lrazia  lkarna  lSTNK  lmati,  lplat  lgk  lada,  lkaca  lspion  lgak  lada  lpertama  lbapak  litu  

lminta  luang  lsama  lsaya  lRp  l300.000  ltapi  lkarena  lsaya  lnegosiasi  ldengan  lbapak  

litu,  ldan  lsaya  lbayar  lhanya  lRp  l50.000  laja  lmenurutmu  ljauh  lkali  lkan  ldari  lRp  

l300.00  lke  lRp  l50.000”
72

 

 

Berdasarkan  lwawancara  lsebelumnya,  lterlihat  lbahwa  lmasih  lada  loknum  

lpolisi  lyang  ltidak  lmenjalankan  lsanksi  ltilang  lsesuai  lsesuai  ldengan  lprosedur.  lUntuk  

lmendapatkan  lpandangan  lyang  llebih  lluas,  lsaya  lberbicara  ldengan  lbeberapa  langgota  

lmasyarakat  llainnya  lyang  lpernah  lmengalami  lsanksi  ltilang,  lseperti  lyang  ldikatakan  

loleh  lbatrisya  lselaku  lmasyarakat  lKota  lLangsa: 

“Waktu  litu  lkami  lboncengan  ldengan  lkawan  lsaya,  lterus  lyang  lmemakai  lhelm  

lcuman  l1  lyaitu  lyang  lbawak  lkereta  lterus  lwaktu  litu  lada  lrazia  ldan  lkami  lpun  

lkenak  lrazia,  lterus  lpolisi  litu  lmemberhentikan  lkami  ldan  lsaya  lpun  lmenelpon  

lsaudara  lsaya  lyang  lpolisi  ljuga  lterus  lkami  laman  ltetapi  lpolisi  ltersebut  

lmeminta  luntuk  luang  lrokok  ldan  lsaya  lpun  lmemberikan  luang  lsebesar  lRp  

l50.000”.
73

 

 

Selain  lpandangan  ldari  lnarasumber  lsebelumnya,  lwawancara  lberikut  ljuga  

lmenggambarkan  lbahwa  lmasih  lada  lkesenjangan  ldalam  lpelaksanaan  laturan  ltilang  loleh  

lbeberapa  loknum.  lUntuk  llebih  lmemahami  lperspektif  lmasyarakat,  lsaya  lmendengarkan  
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lZuhra,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  l07  lNovember  

l2024,  lpukul  l11.00  lWIB 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lMulti  lIrawati,  lKaryawan  lBaby  lKids  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  

l07  lNovember  l2024,  lPukul  l14.30  lWIB 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lNayla,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  l11  lNovember  

l2024,  lPukul  l11.00  lWIB. 
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lpandangan  ldari  lbeberapa  lresponden  llain  lyang  lturut  lmerasakan  ldampak  

lketidakpatuhan  lini,  lada  ljuga  lkejadian  lyang  ldialami  loleh  lElsi  lAndarani  ldia  

lmenceritakan  lpengalamannya: 

“dihari  lsenin  lsore  lsaya  ldan  lmamak  lmau  lpergi  larah  lke  lsimpang  lkomodor  

ltepatnya  ldi  lsatlantas  llhok  lbanie  lada  lrazia  lgabungan  lkalo  lgak  lsalah  lya  lterus  

lsaya  ldi  ljengat  loleh  lbapak  lpolisi  lyang  lmelakukan  lrazia  ldisitu  lterus  lsaya  lpun  

lberenti  lsingkat  lcerita  lwaktu  litu  lsaya  lmemakai  lhelm  ltetapi  lmamak  lsaya  

ltidak  ljadi  litulah  lkesalahan  lsaya  lterus  lditanyak  lSTNK  lada  lsaat  litu  lSTNK  

lsaya  lmati  lkarena  ltidak  lbayar  lpajak  lterus  lsaya  lmempunyai  lom  ltentara  ldan  

lsaya  lmenelpon  lom  lsaya  lterus  lom  lsaya  lada  lkenalan  ldi  lsatlantas  ltersebut  ldan  

lsaya  lpun  laman  ldeh  ltanpa  lada  lbayar  lsepersen  lpun”
74

 

 

Hasil  lwawancara  lyang  ltelah  ldilakukan  lterlihat  ladanya  lbeberapa  lkendala  

ldalam  lpelaksanaan  lprosedur  ltilang  loleh  loknum  ltertentu.  lSaya  lpun  lmelakukan  

lwawancara  llanjutan  ldengan  lmasyarakat  llainnya  luntuk  lmengumpulkan  ldata  lyang  lada  

ldilapangan  lada  ljuga  lkejadian  lyang  ldialami  loleh  lNayla  ldia  lmenceritakan  

lpengalamannya: 

“Saya  lpernah  lkenak  ltilang  lkesalahan  lsaya  lkarena  ltidak  lmemiliki  lSIM,  

lkemaren  lsih  lrazia  lillegal  lgak  lada  lsurat  ltugasnya  lterus  lbapak  lpolisi  litu  lsuruh  

lbayar  lRp  l250.000  litu  ludah  lsaya  lkasih  luangnya  lterus  lsaya  lpun  lmenelpon  lom  

lsaya  lyang  ltentara  land  lfinally  luang  lliaa  lpun  ldi  lkembalikan  ljuga”.
75

 

 

Dari  lhasil  lwawancara  ldiatas  lmenurut  lpeneliti  lmasih  lbanyak  loknum  

lkepolisian  lyang  lmelaksanakan  lsanksi  lTilang  ltidak  lsesuai  ldengan  lprosedur,  lpeneliti  

lmelakukan  lwawancara  llagi  ldengan  lmasyarakat  lyang  lpernah  lmengalami  lTilang,  

lbeliau  lmengatakan:  l 

“Waktu  lsaya  lkenak  ltilang  lsaya  llupa  lmemakai  lhelm  ldan  ldisitu  lsaya  lbelum  

lmemiliki  lsim  ltanpa  lberpikir  lPanjang  lsaya  lmembayar  ldenda  lRp  l100.000  ldam  

lsaya  lpun  ldibebaskan”
76
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lElsi  lAndarani,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  l11  

lNovember  l2024,  lpukul  l16.00  lWIB 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lMulya,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lpada  ltanggal  l13  lNovember  

l2024,  lPukul  l14.00  lWIB. 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lAura  lZahra,  lMasyarakat  lKota  lLangsa,  lPada  ltanggal  l13  

lNovember  l2024,  lpukul  l11.00  lWI8. 
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Namun  lada  ljuga  lpeneliti  lmelakukan  lwawancara  ldengan  lbeberapa  lresponden  

llain,  ldan  lmereka  lmengatakan  llebih  lmemilih  luntuk  lmembayar  ldenda  ltilang  ldi  

lpengadilan  ldaripada  lditempat.  lMenurut  lmereka,  lmembayar  lmelalui  lpengadilan  

ldianggap  llebih  lsesuai  ldengan  lprosedur  lresmi  lserta  lmemberikan  lkepastian  lhukum  

lyang  llebih  ljelas,  lseperti  lyang  ldikatakan  loleh  lCut  lTasya  lDestia  lIsfa,  ldia  lmengatakan: 

“iya  lsaya  lpernah  lkenak  ltilang  ldan  lsaya  lada  lditawarin  luntuk  lbayar  lditempat,  

ldan  lsaya  lberpikir  lrugilah  lsaya  lsebagai  lmahasiswa  lbisa  ldibohongi  ldengan  

lpihak  lkepolisian,  lkarna  lsaya  ltidak  lmau  lberlama-  llama  ldisitu  lsaya  lpun  lambil  

lsurat  ltilangnya  ldan  lsaya  llebih  lmemilih  lbayar  ldi  lpengadilan,  lmenurut  lsay  

lajika  ldibayar  ldi  lpengadilan  luang  lsanksi  ltersebut  lmasuk  lsebagai  ldana  lAPBN  

lnegara  ldan  lbisa  ldigunakan  luntuk  lkeperluan  lyang  llebih  ljelas  ldari  lsaya  lbayar  

lditempat  lkita  lkan  lgak  ltau  luang  litu  ldiserahkan  lke  lnegara  latau  lgak”
77

 

 

Dari  lhasil  lwawancara  ltersebut  ljika  lmasyarakat  lyang  lterkena  ltilang  

lmemahami  lUndang-Undang  lNomor  l22  lTahun  l2009  ltentang  lLalu  lLintas  ldan  

lAngkutan  lJalan,  lmereka  ltidak  lakan  lmemilih  luntuk  lmembayar  ldenda  lditempat.  

lSebaliknya,  lmereka  lakan  llebih  lmemilih  lmenyelesaikan  lsanksi  ltersebut  lmelalui  

lsidang  ldikejaksaan  latau  lpembayaran  lresmi  llewat  lBank  lsesuai  ldengan  lprosedur  

lHukum  lyang  lberlaku,  lseperti  lyang  ldikatakan  loleh  lNurul,  lbelia  lmengatakan: 

“Saya  lpernah  lkenak  ltilang  lsih  ltapi  lsaya  ltidak  lpernah  lmau  lbayar  lditempat  

ljika  loknum  ltersebut  lbertanya  lbayar  lditempat  latau  ldipengadilan,  lsaya  llebih  

lmemilih  luntuk  lmembayar  ldenda  ldipengadilan  ldaripada  lditempat,  lsoalnya,  

lkalua  ldipengadilan  lpalingan  lcumin  lbayar  lRp  l50.000  lsesuai  ldengan  lyang  

ltertera  ldisurat  ltilang,  ltapi  lkalua  ldi  ltempat  lbisa  lsampai  lRp  l200.000,  lbahkan  

llebih  lrasanya  lsangat  ltidak  ladil  lkalua  lharus  lbayar  llebih  lmahal  lhanya  lkarena  

lmembayar  lditempat  lyang  ltidak  ljelas  lprosedurnya.  lLagi  lpula,  ldipengadilan  

lkan  lsudah  lada  laturan  lyang  ljelas,  ljadi  lsaya  lmerasa  llebih  laman  ldan  lseuai  

ldengan  lhukum  lkalua  lbayar  ldisana.”
78
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lCut  lTasya  lDestia  lIsfa,  lMahasiswa  lIAIN  lLANGSA,  lpada  

ltanggal  l11  lNovember,  lPukul  l10.30  lWIB 
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  lHasil  lWawancara  ldengan  lNurul,  lMahasiswa  lIAIN  lLANGSA,  lpada  ltanggal  l13  lNovember  

l2024,  lPukul  l11.00  lWIB 
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Setelah  lmelakukan  lwawancara  ldengan  lbeberapa  lresponden,  ldapat  

ldisimpulkan  lbahwa  lsangat  lpenting  lbagi  lmasyarakat  luntuk  lmemahami  ldengan  llebih  

lmendalam  ltentang  lUndang-Undang  lNomor  l22  lTahun  l2009  ltentang  lLalu  lLintas  ldan  

lAngkutan  lJalan.  lPemahaman  lyang  lbaik  lterhadap  lundang-undang  lini  lakan  lmembantu  

lmasyarakat  luntuk  lmengetahui  lhak  ldan  lkewajibannya  ldalam  lproses  lpenindakan  

lpelanggaran  lLalu  lLintas,  lsehingga  lmereka  ltidak  lmuda  lterjebak  ldalam  lpraktik  

lpungutan  lliar  l(pungli)  lyang  lsering  ldilakukan  loleh  loknum  lkepolisian.  lDengan  

lpengetahuan  lyang  lmemadai,  lmasyarakat  lakan  llebih  lsiap  luntuk  lmenuntut  lprosedur  

lyang  lsesuai  ldan  ltidak  lterpengaruh  loleh  ltindakan-tindakan  lyang  ltidak  lsah.  lOleh  

lkarena  litu,  ledukasi  lmengenai  lperaturan  llalu  llintas  ldan  lmekanisme  lpenindakan  lsangat  

lpenting  luntuk  lmencegah  lterjadinya  lpenyalahgunaan  lwewenang  loleh  lpihak-pihak  

lyang  ltidak  lbertanggung  ljawab. 

 

 

 

 

D. Faktor-Faktor  lyang  lMempengaruhi  lPersepsi  lMasyarakat  l 

Berdasarkan  lwawancara  lyang  ltelah  ldi  llakukan  lpeneliti  ldengan  lmasyarakat,  

lmaka  ldiperoleh  linformasi  lmengenai  lpersepsi  lmasyarakat  ltentang  lsanksi  ltilang  lyang  

lpeneliti  lbutuhkan.  lBeberapa  lfaktor  lyang  lmelatar  lbelakang  ladanya  lpersepsi  ldi  

lmasyarakat  lantara  llain: 

pengalaman  lpribadi  ldengan  laparat  lpenegak  lHukum 
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1. Interaksi  llangsung  lmasyarakat  ldengan  lpolisi,  lterutama  lpengalaman  lnegatif 

seperti  lpungli  latau  lprosedur  lyang  ltidak  lsesuai,  lbisa  lmemengaruhi  lpersepsi  

lmereka  lterhadap  lsanksi  ltilang. 

2.   lKepercayaan  lterhadap  linstitusi  lkepolisian 

Tingkat  lkepercayaan  lmasyarakat  lterhadap  linstitusi  lkepolisian  lberpengaruh  

lbesar.  lJika  lmasyarakat  lmerasa  lbahwa  lada  lkepolisian  lkorupsi  latau  ltidak  ladil,  

lmereka  lcenderung  lmemiliki  lpersepsi  lnegatif  lterhadap  lsanksi  ltilang. 

3. Tingkat  lPengetahuan  ltentang  laturan  lLalu  lLintas 

Masyarakat  lyang  lkurang  lpaham  lakan  laturan  ldan  lprosedur  ltilang  lmungkin  

lmerasa  ldirugikan  latau  lmenganggap  lsanksi  ltilang  lsebagai  lTindakan  lyang  

ltidak  ladil,  lterutama  ljika  lsanksi  ltersebut  ltidak  ldijelaskan  ldengan  lbaik  loleh  

lpetugas. 

a. Pengaruh  lMedia  lMassa  ldan  lMedia  lSosial 

Berita  latau  lunggahan  lyang  lmenyoroti  lkasus  ltilang  ltidak  lprosedural  latau  

lpenyalah  lgunaan  lwewenang  ldapat  lmemperburuk  lpersepsi  lmasyarakat.  

lMedia  lsosial  ljuga  lmempermudah  lpenyebaran  lpengalaman  lnegatif 

lmasyarakat  lterhadap  lpolisi.
79

 

b. Budaya  ldan  lNilai  lSosial  l 

Budaya  ltertentu  lyang  lmungkin  lmemaklumi  lpelanggaran  laturan  lkecil  

ldapat  lmemengaruhi  lpersepsi  lmasyarakat  lterhadap  lsanski  ltilang.  lMisalnya,  

ljika  lmasyarakat  lterbiasa  lmembantu  lmenyelesaikan  lpelanggaran  ldengan  

luang,  lmaka  lpersepsi  lterhadap  ltilang  lresmi  lbisa  lberbeda. 
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  lTaufik,  lN.,  l&  lHarahap,  lI.  lPemahaman  lmasyarakat  lterhadap  laturan  ltilang  ldi  lIndonesia,  

lJurnal  lPenegakan  lHukum,  lh.59-72 
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c. Faktor  lEkonomi 

Masyarakat  ldengan  lpendapatan  lrendah  lsering  lmerasa  lbahwa  lsanksi  

ltilang  lmemberatkan,  lterutama  ljika  lprosesnya  lmelibatkan  lbiaya  ltidak  lresmi  

latau  lpungli,  lhal  lini  lmeningkatkan  lpersepsi  lbahwa  ltilang  llebih  lsebagai  lbeban  

ldaripada  lsanksi  ledukatif. 

4. Pengalaman  lOrang  lLain  latau  lTestimoni  lLingkungan  lSosial 

Kisah  latau  lpengalaman  lteman  ldan  lkeluarga  ltentang  ltilang  lyang  ltidak  lsesuai  

lprosedur  ldapat  lmemengaruhi  lpersepsi  lindividu,  lmenciptakan  lrasa  ltidak  lpercaya  latau  

lskeptisisme  lterhadap  lkeadilan  lproseedur  lTilang. 

5. Transparansi  ldan  lAkuntabilitas  lProses  lTilang 

Jika  lmasyarakat  lmerasa  lbahwa  lproses  ltilang  ltidak  ltransparan  latau  laparat  

ltidak  lakuntabel,  lpersepsi  lmereka  lterhadap  lsanksi  lakan  lcenderung  lnegatif.  

lTransparansi  lseperti  lmemberikan  lbukti  lfoto  lpelanggaran  ldan  lprosedur  lyang  ljelas  

ldapat  lmeningkatkan  lpersepsi  lpositif. 

6. Tingkat  lKorupsi  ldalam  lPenegakan  lHukum 

Persepsi  lmasyarakat  latau  lkorupsi  ldalam  ltubuh  lkepolisian,  lkhususnya  lterkait  

ldengan  luang  ldamai  latau  lsuap  ldalam  lkasus  ltilang,  ldapat  lmemperburuk  lpandangan  

lmereka  lterhadap  lsanksi  ltilang. 

E. Analisis  lPenelitian 

Berdasarkan  lhasil  lpenelitian  lyang  ltelah  lpeneliti  llakukan  ldiatas  ldapat  

ldianalisis  lbahwa  lpelaksanaan  lsanksi  ltilang  lbelum  lsesuai  lsebagaimana  lyang  ldiatur  

ldalam  lUU  lNomor  l22  lTahun  l2009  ltentang  lLalu  lLintas  ldan  lAngkutan  lJalan.  

lPenelitian  lini  lmengkaji  lpandangan  lmasyarakat  llangsa  lterhadap  lsanksi  lTilang,  

ldengan  lfokus  lpada  laspek  lkeadilan  ldan  lpenerapan  lprosedur  loleh  laparat  lkepolisian.  
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lDari  lwawancara  lyang  ldilakukan,  lterlihat  ladanya  lvariasi  ldalam  ltingkat  lkepuasan  

lmasyarakat  lterhadap  lsistem  ltilang  lyang  lada. 

1. Impelementasi UU No 22 Tahun  2009 dalam Sanksi Tilang 

Undang- Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem transfortasi yang 

aman dan tertib. Namun, penerapannya di Kota Langsa mengahadapi tantangan 

seperti ketidaksesuaian prosedur, pungutan liar, serta kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai aturan tilang. 

2. Persepsi Mayarakat terhadap sanksi Tilang 

Masyarakat memiliki pandangan beragam terhadap tilang Sebagian 

mendukung sebagai bentuk penegakan hukum, Sebagian lainnya merasa adanya 

pungutan liar oleh oknum petugas, kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak 

memahami prosedur resmi tilang. 

3. Hambatan dalam implementasi tilang 

Ketidakkonsistenan penegakan hukum, petugas tidak selalu mengikuti 

prosedur yang ditetapkan, pungutan liar, oknum petugas menawarkan penyelesaian 

tidak resmi. Minimnya pemahaman masyarakat, sosialisasi aturan tilang masih 

kurang. Kurangnya pengawasan dan transparansi, yaitu lemahnya pengawasan 

membuka celah penyimpangan. 

4. Upaya perbaikan 

Pengawasan ketat terhadap petugas yaitu untuk mencegah penyalahgunaan 

wewenang. Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) untuk mengurangi interaksi 

langsung dan mencegah pungli. Sosialisasi prosedur tilang agar masyarakat 

memahami hak dan kewajibannya dan evaluasi kebijakan untuk menjamin 

transparansi dan keadilan dalam sistem tilang. 
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Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Langsa masih menghadapi 

berbagai kendala, terutama dalam kepatuhan petugas dasn persepsi negative 

masyarakat reformasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan 

masyarakat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi 

Tilang), maka penulis yang dapat simpulkan bahwa Implementasi sanksi tilang di 

Kota Langsa yang diatur  dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan 
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yang ada dalam Undang-undang tersebut walaupun dari pihak satlantas mengatakan 

bahwa sudah terlaksana. Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuain antara nilai 

denda atau sanksi tilang dengan yang tercantum dalam peraturan, yang menyebabkan 

adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 

Dari sisi Persepsi masyarakat kota langsa terhadap pelaksanaan sanksi tilang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

angkutan Jalan masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif  dan positif terhadap 

tilang akibat kurangnya transparansi dan sosialisasi mengenai prosedur yang benar. 

Banyak yang memilih penyelesaian informal dibandingkan proses hukum resmi. 

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap petugas, penerapan tilang 

elektronik (ETLE), serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat agar sistem 

tilang berjalan lebih efektif dan adil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

Sebagai Saran dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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Disarankan kepada aparat kepolisian lebih konsisten dalam mengikuti 

prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Konsistensi dalam penegakan sanksi tilang yang sesuai 

prosedur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat persepsi 

tentang keadilan dalam sistem hukum 

Disarankan kepada masyarakat kota langsa agar lebih memahami tentang 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan agar 

masyarakat lebih memahami peraturan lalu lintas, terutama tentang hak dan 

kewajiban mereka. Dengan mengetahui prosedur yang benar, masyarakat dapat 

memastikan bahwa sanksi yang diterima sesuai dengan ketentuan Hukum. 

Disarankan kepada masyaraakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas 

demi keselamatan Bersama. Ketaatan terhadap aturan seperti mengenakan helm, 

mematuhi rambu, dan membawa dokumen lengkap saat berkendara akan mengurangi 

risiko pelanggaran sanksi tilang. 
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